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Keberadaan rekam medis sangat diperlukan dalam setiap sarana pelayanan kesehatan, baik 

ditinjau dari segi pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum. 

Peraturan hukum berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan mencakup aspek 

hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dari aspek hukum, rekam medis 

dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara medis, sesuai dengan Pasal 184  ayat (1) 

KUHAP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan pembuktian alat 

bukti rekam medis dalam penegakan hukum pidana malpraktek kedokteran. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data diperoleh melalui 

studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data dilakukan melalui proses editing, 

sistematis, dan klasifikasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis 

kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif. 

 

Kekuatan pembuktian alat bukti rekam medis merupakan alat bukti yang kuat berbentuk 

surat, alat bukti rekam medis merupakan petunjuk bagi hakim di dalam tindak pidana 

malpraktek kedokteran untuk menjadi dasar memperberat atau memperingan dalam 

pertimbangan hukum hakim pada saat memutuskan perkara di persidangan. 

 

Adapun saran yang diberikan terkait dugaan malpraktek medis, Pengaturan Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, diperlukan adanya revisi ulang tentang 

ketentuan pidana untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum pasien sebagai korban 

malpraktek kedokteran. 
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